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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis 

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal 

dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat 

akhiran –an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata 

tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan 

analisa sebagai sistematis. Sedangkan, yuridis diartikan sebagai menurut hukum 

atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan 

yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan 

yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau 

berdasarkan hukum dan undang-undang.  Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai 

kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau 

berdasarkan hukum dan undang-undang.  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah 

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat 

(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, 

kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi 

hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, 

memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. 
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2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak 

Dalam perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang secara tegas 

menerapkan batasan usia seorang anak. Dari sekian banyak undang-undang yang 

mengatur hal mengenai anak, persepsinya berbeda-beda satu sama lain. Dalam 

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan 

keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapatkan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 

baik fisik, mental maupun sosial.Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan 

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan dikriminatif.  

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, 

karena digunakan untuk memenuhi seseorang yang diduga melakukan kejahatan 

termasuk kategori anak atau bukan, Adanya ketegasan dalam suatu peraturan 

perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi penganan bagi para 

petugas dilapangan agar tidak terjadi salah tangkap salah sidik, salah tuntut 

maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang. 

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan 

umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan 

secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam 

setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas 

tentang anak.  
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kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah tangga, meliputi : 

1. Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan 

rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 44 Undang- Undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan fisik, yaitu : 

a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 

lingkup ruma tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 

denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 

b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 

paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 

c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 

45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 

d. Dalam hal perbuata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh suami terhadap istri ataupun terhadap anak yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda 

paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

2. Kekerasan psikis 

Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, Tindak pidana keekrasan psikis dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga diatur dalam pasal 45, yaitu : 

a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam 

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 

denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 

b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh suami terhadap istri ataupun terhadap anak yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-mata, dipidana 

dengan pidana pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau 

denda paling banyak Rp 3,000.000,00 (tiga juta rupiah). 

3. Kekerasan seksual 

Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.  

4. Penelantaran rumah tangga. 

Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian 

kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam 

lingkup rumah tangga,  


